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BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR }1 TAHI.JN 2O1O

TENTANG

STA}IDAR SATUA}.I HARGA BIAYA KEGIATAN DA}I HONORARIUM,
BIAYA PEMELIHARAA}.I DAN STANDAR SATUAN HARGA PENGADAA}.I BARANIG

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABT]PATEN PATI TAHUN 2O1I

DENGA}I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

Mengingat : l.

BUPATI PATI,

balrwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat Q) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu menetapkan Standar Satuan Harga Biaya
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan
Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati
Tahun 20ll ;

bahwa berdasarkan pertimbangarr sebagaimane dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembenh*an
Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang - Undang Nomor 17 Tatun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tanrbalran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang - Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tanrbaban Lsnbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;

Undang - Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
hrdonesia TahLun 2004 Noraor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 te,ntang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuansan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor zl400) ;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 20A4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbatran Lembaran Negara
Republik Indoncsia, Nomor 4421) ;

3.

4.

5.



7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan
Daeratr (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan arntar.a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambatran Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4518;);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3855) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian
Urusan Femerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tatrun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang 1 Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Tujuh Atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa Instansi
Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

9.

10.

11.



Menetapkan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2l) ;

17, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2008 Nomor 3 , Tambatran Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Nomor22);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tenkng
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2008 Nomor 8 o Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nbmor 24).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA
PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI TAHUN 201I.

Pasal I

Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan, dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratrxan
Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Starrdar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
merupakan batas harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan sudah
termasuk pajak-pajak dan jasa lainnya.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan pengadaan barang berpedomain
pada harga yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan
dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1.

Pasal 4

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli dan dipergunakan disesuaikan
atau setara dengan jenis barang yang telatr ditentukan.



Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini terjadi perubahan harga yang
melebihi Standar Satuan Harga dan 1 atau tidak tercantum dalam Standar
Satuan Harga maka pelaksanaanya harus mendapatkan rekomendasi dari
Tim Penyusun Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang
Kebutuhan Pernerintah Kabupaten Pati dan dimintakan izin Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
padatanggal 26 .Juni 211!

PATI,

TASIMAN

UPATI

f
Diundangkan di Pati
padatanggal 26 Juni 2110

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerahr

-fh -/I
u

HARYANTO. SH.MM.
Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 l 011

t:
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHTIN 2O1O NOMOR 238
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NO JENIS iBARANG PERINCIAN BARANG SATUAN MERISASAL STANDAR HARGA KE]:T

q. Alat Kesenian

1 Harmonika

2 Pianilka

3 Suling

4 Kastagnet

5 ifriangel

6 Gitar

Rp^

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Buatn

Buah

Buaftr

Buahr

Bualn

Buah

37.500 ,-

387.000 ,-

29.500 ,-

22.504,^

37.500 ,-

630.000 ,-

PeNELlTlAf"l

F{ui{.ui'$

KASUBAg

BUPATI PATI

TASIMAN


